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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 2015 TAHUN?Z0U1

TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN TANAH ATAS BAGIAN — BAGIAN TERTENTU
DARIPADA TANAH HAK PENGELGCLAAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

KEPALA BADAN mum,mZOCmb,I?PZ KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merealisasikan kewenangan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam (BP Batam) atas Hak Pengelolaan berdasarkan Undang-Undang
Nomeif 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Menjadi  Undang-Undang Menjadi  Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Juncio Nomor & tahun 2011
tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 46 itahun 2007
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabunhan Bebas Batam an
Kepuiusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
19 - /ﬁ: - 1993 tentang Pengelclaan dan Pengurusan Tanah di Daerah
5&:21 P. Rempang, P. Galang dan pulau-pulau lain di sekitarnya dan
dalamjrangka menunjang pembangunan Daerah Indusiri Pulau Batam,
dipandang perlu memberikan pengalokasian dan penggunaan tanah atas
bagian-bagian tertentu daripada tanah Hak Pengelolaan Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam kepada Pihak Ketiga

b. bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam telah mengalckasikan tanah kepada : Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik indonesig Batam dengan luas = 986,73
im\ﬁmmﬁ:gma ratus delapan puluh enam meter persegi koma tujuh puiuh
tiga) sesuai dengan Gambar Penetapan Lokasi Nomor @ 211080473
tanggal 12 Oktober 2011; |

c. bhahwa dengan telah dilunasinya pembayaran Uang Wajib Tahunan
Otorita (UWTO) secara lunas untuk jangka waktu 30 (figa puluh) tahun,
sebagaimana tersebut dalam pembayaran Faktur Tagihan UWTO
Nomor: C.0132091101 tanggal 21 September 2011
sebagaimana yang telah diperjanjikan daiam Surat Perjaniian NOMOR 1
TAHUN 2011 Tanggal 5 Des 2011 tentang Pengalokasian,

Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Dari pada Tanah
Hak Pengeiolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Batam, maka dipandang periu adanya Penetapan



Mengingat

Menetapkan

KESATU

Pengalokasian Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak
Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam dengan keputusan BP Batam;

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1860, (LN-19860-1 04) ;

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2007 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1873 ;

Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 56 Tahun 1984 ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1892 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974,

xmucﬁcﬁmn Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 ;

Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor |9 - VIl -1983 ;

10. Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor @ Tahun 1899 ;

11. Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Caerah Industri Pulau
Batam Nomor : 20/KPTS/KA/LNVIZ007 ;

12. Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah industri Pulau
Batam Nomor : 29/KPTS/KA/LNIZ2007 |

13. Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau
Batam Nomor 85 Tahun 2010 ;

14, Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Rebas Batam Nomor 7 Tahun 2010 ;junte Nomor € Tahun 2010;

15. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam Nomor Kpts/19/DK-BTM/X/2010;

16. Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Rebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 87 Tahun 2010

17. Diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor:

18. Surat Perjaniian NOMOR 1984 TAHUN 201t tanggal 5 Desembetr 2011

tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Afas

Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

g

Batam;

©®NOOhWN-

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN TANAH ATAS BAGIAN-BAGIAN
TERTENTU DARIPADA TANAH HAK PENGELOLAAN  BADAN
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BERBAS DAN PELABUHAN
BEBAS BATAM

Mengaiokasikan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Dari Tanah Hak
Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam kepada : Lembaga Penyiaran Publik Radic
Republik Indonesia Batam untuk jenis usaha / kegiatan di bidang Kantor

guna peruntukan / keperluan mendirikan Kantor.
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

dengan HAK GUNA BANGUNAN selama jangxa waktu 30 (tiga puiuh) tahun,
terhitung 3:_\; tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 Agusius
2041 atas tahah yang terletak di Wilayah Fengembangan Batam Centre,
Sub. Wilayah Pengembangan Batam Centre, dengan luas = 986,73 M2
(sembilan ratus delapan puluh enam ribu meter pesegi koma tujuh pulub tiga)
sebagaimana dimaksud dalam Gambar Penetapan Lokasi Nomor
211080473 tanggal 12 Oktober 2011.

Dengan syafat-syarat dan ketentuan-ketentuan bahwa pemegang alokasi

tersebut diatas wajib :

1. Mentaati dan mengikuti segala peraturan Perundang-undangan, dan/atau
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam |

2 Mentaati dan melaksanakan hak dan kewajiban serta tanggung
jawabnya sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian
NOMOR 1984 TAHUN 2011  tanggal 3 Desember 2011 tentang
Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-
Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan
Xmémmmn_vmam@mm@m: Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Setiap Umﬁcmmjm: termasuk perluasan / pengurangan luas tanah pada
lokasi sebagaimana diktum Pertama Keputusan ini hanya dapat dilakukan
dengan persetujuan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam.

Pelanggaran terhadap ketetapan yang tersebut pada diktum Kedua
Keputusan ini cleh penerima alokasi tanah, akan berakibat dicabutnya
Keputusan ini yang berart] pembatalan pengalokasian dan Penggunaan
tanah dimaksud.

Keputusan ini  berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya,
akan diadakan perubahan dan penyempurnaan seperiunya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Desember 2011

an. KEPALA BADAN PENGUSAMAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
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